	DIMENSI
	Smart Province
	RPJMD
	Tujuan dan Sasaran
	Draft SDGs
	RAD-GRK

	Smart Governance
	Mewujudkan pelayanan publik yang mudah murah cepat dan tuntas melalui tata kelola pemerintah yang baik berbasis digital.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)
	Indikator Tujuan :

Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan profesionalitas ASN
Indikator Sasaran : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Opini BPK

3. Nilai SAKIP

4. Indeks Persepsi Korupsi
5. Indeks Profesionalitas ASN

6. Rasio kelembagaan PD yang efektif dan efisien (%)
	16. Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir
	N/A

	FOKUS
	KONDISI SAAT INI
	‘SMART’ YANG INGIN DICAPAI
	PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN
	SKPD PENGAMPU
	KETERANGAN

	Fokus pada Pelayanan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Internal yang efisien.
	· 
Berdasarkan Pergub 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemprov telah melaksanaan roadmap SIM Terintegrasi selama 2 tahun dengan menghasilkan sistem ebudgeting,e-Project Planning, e-Penatausahaan, e-Controlling, e-Monev dan GPH Governor Planning Handbook dalam perkembangannya membutuhkan pembaruan untuk menyempurnakan sistem tersebut. Sistem ini pun telah mendapat dukungan dari KPK dan selalu dalam supervisi KPK divisi Korsupgah.

· Sistem Perijinan Online terlah dibuat dan sudah melaksanakan full online untuk 10 ijin. Target akhir adalah 152 ijin.
	· GRMS memetakan dari Visi Misi Pemerintah hingga terjabarkan dalam Program dan Kegiatan di Setiap SKPD untuk mendukung tercapainya Visi Misi tersebut.
· GRMS memetakan kinerja individu dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tiap SKPD.
· Pendataan aset dapat realtime dari pengajuan rencana kebutuhan, pengadaan hingga pelepasan aset.
· Proses Perijinan Satu Pintu dapat terselenggara secara online tanpa ada tatap muka.
	· Mengembangkan GRMS, meliputi : Aplikasi Perencaan (SIPPD), Aplikasi Penganggaran (e-Budgeting), Aplikasi Penatausahaan Keuangan (e-Penatausahaan), Aplikasi Standar Harga Barang (e-SHB), Aplikasi Perencanaan Belanja dan Pendapatan (e-Project Planning), Aplikasi Kontrol Realisasi (e-Controlling), Aplikasi Kinerja (e-Kinerja), Aplikasi Pengelolaan Aset (SIAP BMD).
· E-Audit, Whistle Blowing System
· Pengelolaan Perijinan Online melalui Aplikasi Perizinan. 
	· Dinas Kominfo
· BAPPEDA
· BPKAD
· BKD
· Biro Adbangda
· Biro Umum
· BPPD
· Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
· Inspektorat
· Biro Orpeg
	Telah berjalan GRMS dan Perijinan Online mulai tahun 2017 dan terus dilakukan perkembangan hingga e-Kinerja.
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	Smart Living (Health, Mobility)
	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak di wilayah perkotaan dan pedesaan, nyaman, dan efisien dengan menjamin ketersediaan sistem transportasi yang layak, nyaman dan efisien dengan mewujudkan ekosistem transportasi yag menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun pemenuhan logistik suatu daerah dan akses kesehatan.

Terjaminnya 
	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah
2. Membangun Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
	Indikator Tujuan : 

1. Indeks Williamson
2. Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran : 

1. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah
2. Meningkatnya pemerataan fasilitas dasar untuk masyarakat
3. Meningkatnya pemerataan prasarana dan sarana ekonomi
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
Indikator Sasaran : 

1. Rasio jalan dalam kondisi baik (%)
2. Cakupan penyediaan transportasi massal (%)
3. Laju penurunan backlog rumah (%)

4. Cakupan pemenuhan air minum layak (%)

5. Cakupan pemenuhan sanitasi perkotaan (%)

6. Cakupan pemenuhan sanitasi perdesaan (%)
7. Indeks sarana ekonomi wilayah
8. Usia harapan hidup (tahun)
	GOALS 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

3.1.1 (a) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 3.1.1 (b) Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian  Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000

3.2.1 (a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup; 3.2.1 (b) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; 3.2.1 (c) Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani (%); 3.2.1 (d) Angka Penemuan Kasus Baru HIV AIDS; 3.2.1 (e) Angka Penemuan Kasus Baru TB Tercatat (CNR); 3.2.1 (f) Angka Kesakitan Malaria; 3.2.1 (g) Angka kesakitan DBD (per 100.000 pddk)
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan  dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan
3.4.1 (b) Proporsi kasus hipertensi di pasilitas pelayanan kesehatan (%); 3.4.1 (c) Proporsi KASUS Diabetes Mellitus (DM)  di Fas Yankes

GOALS 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan

5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing  platform for Action serta dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya
5.6.1 (b) Unmet need ( %)
GOALS 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

6.1.1 (a) Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi: air minum perkotaan (%); air minum pedesaan (%)

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan

6.2.1 (a) Cakupan pelayanan sanitasi; 6.2.1 (b) Desa  melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) --> Persentase Desa STBM; 6.2.1 (c) Persentase Desa/Kelurahan yg Open Defacation Free (ODF)/ Stop Buang Air Sembarangan (SBS)
	

	
	
	
	1. 
	2. 
	Sektor Transportasi : 

Meningkatkan kehandalan dan keselamatan jalan dan jembatan yang menghubungkan pantura – pansela, dan daerah perbatasan; Mengembangkan angkutan umum lintas regional, perkotaan dan perdesaan;Meningkatkan sarana dan prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi diantaranya terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun;

Sektor Limbah : 

Meningkatkan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; Meningkatkan sanitasi layak melalui pengelolaan limbah komunal dan pengelolaan persampahan berbasis kawasan dan masyarakat;

	
	
	
	3. 
	4. 
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	Fokus pada angkutan umum dan lalu lintas jalan raya 
	· Saat ini di beberapa kota sudah ada BRT dan ATCS namun transportasi public belum banyak menggeser pengguna kendaraan pribadi. Penggunanya merupakan beralihan dari pengguna kendaraan umum yang lama ke angkutan yang baru yang lebih nyaman sehingga sering menimbulkan konflik. Kendala lain ekspansi BRT adalah akses informasi digital terbatas terutama bagi orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi

· Informasi tentang kemacetan juga telah diambil alih oleh radio. Banyak radio memiliki acara lalu lintas untuk member informasi kondisi jalan, kemacetan, rute alternatif dan kecelakaan namun masih manual
· Tidak tersedianya informasi trayek dari angkutan umum secara memadai. Bahkan belum dapat untuk memenuhi kebutuhan informasi secara realtime bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum
	· Angkutan umum menyediakan platform yang lebih luas dan mudah. Mengemukakan informasi tentang semua jalur, rute dan jadwal. Pengguna dapat memonitor armada secara real time. Penumpang yang menunggu di halte memiliki informasi bisa tahu posisi bis dan waktu tunggu.

· Kemacetan dan kecelakaan terlaporkan dan diverifikasi lokasinya dan dikelola agar dapat ditampilkan dalam peta kepadatan lalu lintas. ATCS memberikan informasi real time tentang intensitas kendaraan per jam dan ditampilkan melalui peta.
· Smart Province : 

· fokus pada sistem transportasi regional dan terkoneksi dengan sistem transportasi local (kab/kota) dan nasioanal

· pemasangan monitor pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi

mendorong smart mobility untuk kabupaten/kota
	· Mengembangkan aplikasi mobility (saat ini bekerjasama dengan aplikasi “Moovit”) untuk melihat daftar angkutan yang melayani berbagai trayek di Jawa Tengah. Lengkap dengan estimasi waktu kedatangan.
· Mengembangkan smart Surveillance system untuk mengatur ATCS bahkan LPJU dengan memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things) agar dapat dikontrol dalam satu dashboard.
	· Dinas Perhubungan
· Dinas Kominfo
	Sudah mulai dibangun di tahun 2017 namun belum sempurna untuk aplikasi mobility

	Fokus pada layanan kesehatan 
	· Saat ini telah dikembangkan pendaftaran pasien online di RS milik Pemprov Jateng namun masih terpisah – pisah.
· Belum adanya layanan telemedisin (e-Health) di Jawa Tengah
	· Masyarakat dapat mendaftar ke RS mana saja dalam satu dashboard.
· Masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan darimanapun tanpa batasan jarak.
	· Mengembangkan dashboard pendaftaran online pasien 1 pintu.
· Mengembangkan sistem telemedisin.
	· Dinas Kesehatan
· Dinas Kominfo
	· Masih ada aplikasi pendaftaran online di masing – masing RS
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	Smart Society-Security


	mewujudkan sistem keamanan masyarakat melalui pengembangan sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan property atau harta benda dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengakapan pemerintah maupun teknologi sensor digital
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang Jawa Tengah lestari dan berkelanjutan, serta adaptif bencana
Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Indikator Tujuan : 

1. Indeks Risiko Bencana

2. Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran : 

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
2. Menurunnya kerentanan bencana alam
3. Meningkatnya kualitas tingkat pendidikan masyarakat;
Indikator Sasaran : 

1. Indeks Kapasitas PB

2. Indeks Kerentanan
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)

4. Harapan lama sekolah (tahun)
	GOALS 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif
4.1.1 (a) Angka Kelulusan SD/ SDLB/MI;  4.1.1 (b) Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs; 4.1.1.(c) Angka Kelulusan SMA/ SMALB/MA
4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung
4.6.1 (b) Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
GOALS 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan  
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun

5.1.1 (c) Indeks Pembangunan Gender (IPG); 5.1.1 (d) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagia jenis eksploitasi

5.2.1 (a) Persentase korban kekerasan terhadap anak perempuan; 5.2.1 (b) Rasio KDRT pada perempuan dan anak; 5.2.1 (b) Persentase cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

GOALS 13 Mengatasi Perubahan Iklim
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara;
13.1.1 (a) Jumlah TAGANA yg dikerahkan ke lokasi bencana --> Persentase Desa Tangguh Bencana
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	Aspek security dimaksud adalah pengelolaan bencana mulai early warning sampai evakuasi 
	· Informasi kejadian bencana  sudah mudah didapat dari masyarakat namun sulit terverifikasi

· Informasi masih banyak bertumpu pada pengamatan masyarakat 

· Organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengelolaan bencana di tingkat masyarakat masih sedikit
	· Memperluas early warning system melalui perluasan alat pemantau cuaca seperti hujan, gelombang dan muka air sungai agar memberikan infomasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

· Partisipasi masyarakat memberikan informasi diakomodasi dan diverifikasi sebelum disebarluaskan melalui platform yang terverifikasi. 

· Penguatan organisasi masyarakat seperti KSB sebagai pemberi informasi lapangan dan juga memfasilitasi penyebaran informasi di tingkat masyarakat 

· Smart Province:

· Fokus pada area yang menjadi kewenangan seperti sungai, pesisir

· Mengembangkan platform bersama antara kabupaten/kota yang terhubung dengan pusat
	· Pemasangan Early Warning System dengan teknologi IoT agar tetap dapat termonitor dalam dashboard penangan bencana.

· Membuat dashboard monitoring Early Warning System Jawa Bencana di Jawa Tengah.
· Membuat aplikasi tanggap darurat dimana sebagai pusat informasi saat terjadi bencana. Informasi kebutuhan bantuan dan orang hilang.
	· BPPD
· Dinas ESDM
· Dinas Kominfo
	

	Fokus pada layanan Pendidikan dan peningkatan Literasi Digital
	· Masih menggunakan aplikasi PPDB dari Telkom yang ditemui beberapa kendala.
· Belum adanya mekanisme pemantauan Siswa Didik dari masuk hingga lulus
· Belum adanya sistem pengelolaan keuangan sekolah.
· Kurang minatnya membaca literasi mengakibatkan lebih percaya pada berita hoax
	· Masyarakat dapat mendaftar ke SMA/SMK dengan melaui sistem yang mudah digunakan dan diakses.
· Orang Tua Siswa diharapkan dapat berperan dalam pendidikan anaknya di sekolah walaupun ada batasan jarak dan waktu.
· Pengelolaan Keuangan sekolah dapat dilaksanakan dengan akuntabel.
· Literasi digital dikembangkan agar masyarakat atau siswa gemar membaca dengan gaya kekinian.
	· Mengembangkan aplikasi PPDB yang dikelola sendiri.
· Mengembangkan aplikasi monitoring siswa didik.
· Mengembangkan GRMS versi sekolah.
· Pengembangan iJateng sebagai perpustakaan digital
	· Dinas Pendidikan
· Dinas Arpus
· Dinas Kominfo
	· Masih  menggunakan aplikasi PPDB dari Telkom
· iJateng telah dikembangkan Dinas Arpus namun kurang sosialisasi

	Fokus Pada Layanan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan
	· Sudah dibangun e-Kekerasan dan diadopsi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	· Setiap Kekerasan yang terjadi terhadap anak maupun perempuan dapat dimonitor melalui aplikasi e-kekerasan
	· Mengembangkan aplikasi e-kekerasan yang memungkinkan pelaporan langsung dari masyarakat
	· Dinas DP3AKB
	· Telah dibangun aplikasi e-Kekerasan
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	Smart Environment
	· Mengembangkan tata kelola hutan

· Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah melalui pengelolaan

· Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga

· Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri

· Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah public

· Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak menganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran air pembuangan limbah serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri, dan publik yang baik dan bertanggungjawab
· Mengembangkan tata kelola energy yang bertanggung jawab melalui pemanfaatan energy yang efisien dan pengembangan energi alternative yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat.
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang Jawa Tengah lestari dan berkelanjutan, serta adaptif bencana
Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik untuk masyarakat
	Indikator Tujuan : 

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan listrik (listrik/kapita/th)
Sasaran : 

1. Meningkatnya kualitas air dan udara, serta luas tutupan lahan
2. Membaiknya kualitas lingkungan pesisir dan pantai;
3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi dan listrik untuk masyarakat
Indikator Sasaran : 

1. Indeks Kualitas Udara

2. Indeks Kualitas Air
3. Indeks Tutupan Hutan
4. Rasio kawasan lindung perairan (%)

5. Rasio kawasan mangrove (%)
6. Rasio Elektrifikasi (%)

7. Tingkat bauran energi (%)
	GOALS 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global
6.3.1 (b) Fasilitasi pengolahanan air limbah pada usaha/ kegiatan skala kecil menengah --> Persentase fasilitasi pengolahan air limbah pada kegiatan skala kecil menengah
6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
6.4.1 (a) Jumlah embung (buah); 6.4.1 (b) Persentase sungai dalam kondisi baik; 6.4.1 (c) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik; 6.3.1 (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi sumber daya air pada ekosistem, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, dan danau 
6.6.1 (a) Persentase sungai dalam kondisi baik

GOALS 7  Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern
7.1.1 (a) Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global
7.2.1 (a) Rasio elektrifikasi (%)
GOALS 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota 

11.6.1 (a) Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah( unit) --> Persentase peningkatan sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
11.7.1 (a) jumlah luas ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan (Ha) --> Proporsi RTH wilayah perkotaan
GOALS 13 Mengatasi Perubahan Iklim
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional;
13.2.1 Dokumen PPRK
13.3 Mengembangkan pendidikan, meningkatkan kesadaran, serta kapasitas orang dan kelembagaan pada mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim
13.3.1 Persentase peningkatan kesadaran dan pemahaman masy dlm antsisipasi perubahan iklim
GOALS 15 Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari,mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 
15.3 Pada tahun 2020, mengurangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha  mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
15.3.1 (a) Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan jawa tengah

	Sektor Lahan : 
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: a. Peningkatan upaya konservasi di daerah hulu dan tangkapan air; b. Rehabilitasi hutan dan lahan; c. Peningkatan kualitas tata kelola kehutanan melalui pengembangan kelembagaan KTH dan perkuatan LMDH; d. Penerapan perhutanan sosial; e.  Konservasi sumber daya air; f. Reklamasi lahan bekas tambang; g.  Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang;h. Meningkatkan koordinasi pengelolaan kawasan hutan, laut dan pesisir;
Sektor Limbah : 

i.         Meningkatkan pengendalian sumber pencemaran air, tanah, dan udara;k.       Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup; j.  Meningkatkan pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat;
Sektor Energi : 

Mewujudkan keterjangkauan energi dan listrik melalui: a.       Pengembangan listrik murah dan hemat; b.  Mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan (biomassa, biogas, mikro hidro, tenaga surya); c.       Meningkatkan budaya hemat energi.


	FOKUS
	KONDISI SAAT INI
	‘SMART’ YANG INGIN DICAPAI
	PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN
	SKPD PENGAMPU
	KETERANGAN

	Fokus pada masalah kelestarian Hutan
	· Program penanaman sejuta pohon dinilai kurang maksimal.
· Kurang terdatanya kondisi kelestarian hutan di Jawa Tengah
	· Program penanaman pohon dapat dipantau perkembangannya secara realtime.
· Pendataan kelestarian hutan dapat dilakukan dengan pemetaan secara digital
	· Pengembangan aplikasi pemantauan penanaman pohon 
· Pengembangan aplikasi GIS kelestarian Hutan
	· Dinas LHK
· Dinas Kominfo
	· Dinas LHK sudah mengembangkan aplikasi kelestarian Hutan

	Diawali pada penanganan masalah lingkungan dan limbah
	· Masyarakat kesulitan melaporkan tentang kondisi lingkungan dan respon yang terlalu lama sebagai tindak lanjut pelaporan lingkungan

· Kondisi pencemaran dipantau secara manual dan tidak dipublikasikan (kurang akuntabel)

· Kondisi dan performa fasilitas kebersihan dan pengelolaan sampah tidak terdata dengan baik. 
	· Monitoring sungai dilakukan secara real time dengan memasang alat monitoring online. Setiap kelas sungai diketahui kelasnya dan baku mutunya. Hasil pemantauan disajikan dalam peta sungai.

· Pelaporan individual warga diakomodasi dan diketahui lokasinya. Informasi individual dapat dibandingkan dengan hasil pemantauan alat dan ditindaklanjuti

· Persebaran fasilitas pembuangan sampah dari TPS sampai TPA terdata lokasinya dan performanya. Mobilitas dan kinerja truk pengangkut terpantau secara daring. Masyarakat yang melapor dapat mengecek dan dapat segera ditindaklanjuti

· Smart Province :

· Pemasangan sistem monitoring sungai yang menjadi kewenangan provinsi secara real time untuk mendapatkan informasi kualitas air.

· Pengelolaan TPA regional oleh provinsi dengan tata kelola yang baik (minimal sanitary landfill atau direduksi dengan waste to energy)

· Mendorong kabupaten/kota untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA yang akuntabel.
	· Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Sampah.

· Membuat Aplikasi monitoring pencemaran lingkungan.
· Pemasangan monitoring pencemaran sungai dengan memanfaatkan Teknologi IoT
· Sistem pengaduan kasus lingkungan
	· Dinas LHK
· Dinas Pusdataru
· Dinas Kominfo
	· Dinas LHK sudah memiliki titik koordinat pematauan kualitas air dan udara di 35 kab/kota beserta hasilnya

· Dinas LHK sudah memiliki sistem pengaduan kasus lingkungan

· Satker PPLP memiliki data lokasi, jumlah smpah dan sarpras TPA di 35 kab/kota

	PJU dan Energi Alternatif dan Smart Building
	· PJU pintar sudah banyak digagas namun belum diimplementasikan

· Kendalanya PJU tidak terdata dengan baik dan pelayanan yang kurang memadai

· Masyarakat yang merasa sudah membayar listrik kemudian inisiatif  memasang sendiri sehingga tidak terdata

· PJU yang ada tidak hemat energi 

· Potensi sumber energi alternatif di Jateng cukup banyak (sampah, biomassa, angin, surya, panas bumi) tetapi belum dimanfaatkan secara optimal

· Pemborosan Energi pada Gedung Pemerintah
	· Data dan informasi PJU tersedia dan dapat diakses masyarakat. Laporan mengenai lampu mati, rusak dan lain sebagainya dapat dipotret dan dikirimkan atau mengacu pada kode tiang. Dan dimasukkan dalam form aplikasi

· Masyarakat yang ingin daerahnya dipasang PJU bisa mengetahui prioritas pemerintah, mengaplikasikan secara daring dan memperoleh klarifikasi dari pengelola

· Mengembangkan energi terbarukan yang berkelanjutan dan terjangkau

· Smart Province :

· Mendorong dan memfasilitasi kabupaten kota untuk mengimplementasikan PJU pintar

· Memfasilitasi pengembangan energi alternatif yang menjadi kewenangan seperti sampah dan biomassa

· Pengendalian pemanfaatan energi pada gedung pemerintah.
	· Memanfaatkan teknologi IoT apda PJU agar dapat dimonitor secara online.
· Pemasangan monitoring energi pada gedung – gedung Pemerintah dengan teknologi IoT
	· Dinas PUBINMARCIPKA
· Dinas Perhubungan
· Dinas ESDM
· Dinas Kominfo
	

	

	DIMENSI
	Smart Province
	RPJMD
	Tujuan dan Sasaran
	Draft SDGs
	RAD-GRK

	Smart Economy
	Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1. Menurunkan penduduk miskin di Jawa Tengah
2. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan menuju daya saing pangan
	Indikator Tujuan : 

1. Angka Kemiskinan (%)
2. Pertumbuhan ekonomi (%)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4. Skor PPH
Sasaran : 

1. Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata);
3. Meningkatnya serapan dan produktivitas tenaga kerja
4. Meningkatnya ketersediaan, akses, dan pola pemanfaatan pangan masyarakat
Indikator Sasaran : 

1. Persentase penduduk miskin perkotaan (%)
2. Persentase penduduk miskin perdesaan (%)
3. Pertumbuhan sektor pertanian (%)
4. Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)
5. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa (%)
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

7. Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp/kapita)
8. Skor PPH Ketersediaan

9. Skor PPH Konsumsi
	GOALS 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan 
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang, dengan biaya hidup kurang dari $ 1,25 (PPP) per hari.
1.1.1 (a) Persentase Angka Kemiskinan
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
1.2.1(a) Persentase Angka Kemiskinan
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.
1.4.1 (e) Akses air minum layak; 1.4.1 (f) Akses sanitasi layak; 1.4.1 (g) Rasio rumah layak huni 
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi  kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana
1.5.1 (a) Jumlah Desa Tangguh  Bencana --> Persentase Desa Tangguh Bencana
GOALS 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh
11.1.1 (a) Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani
GOALS 8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang
8.1.1 (a) PDRB per kapita
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya
8.2.1 (a) Tingkat produktivitas (PDRB riil per orang yang bekerja)
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan
8.31 (a)  Persentase tenaga kerja formal
8.31 (b) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok
8.3.1 (c) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

8.3.1 (d) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan 

8.3.1 (e) (Persentase besaran pencaker yang ditempatkan.

8.3.1 (f) Persentase UMKM yang telah mengakases kredit usaha
8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
8.5.1(a) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). 

8.5.1 (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan
8.6.1 (a) Persentase tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi


	Sektor Limbah : 

Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan meliputi: a. akses rumah layak termasuk air bersih, sanitasi, listrik,komunikasi; b. penanganan kawasan permukiman kumuh,
Sektor Pertanian : 

Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui: a. peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah (on farm menuju off farm); b.       penyediaan bibit, benih yang berkualitas, dan pupuk;c. penyediaan alsintan; d. peningkatan prasarana irigasi; e.       Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT),

Sektor Lahan : 

Meningkatkan produksi dan kualitas hasil hutan melalui: a.       peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; b. penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); c. peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, HKm, hutan adat, hutan rakyat); d.  penyediaan bibit tanaman hutan;e.       peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan;
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	PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN
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	Fokus pada peningkatan pendapatan UMKM dan terciptanya perusahaan startup di Jawa Tengah
	· UMKM masih menggunakan cara – cara konvensional untuk memasarkan produknya
· Kurang tumbuhnya ekosistem perkembangan usaha startup di Jawa Tengah
	· UMKM dapat memasarkan produknya melalui e-commerce
· Tumbuhnya ekosistem usaha startup di Jawa Tengah
	· Dibangunnya aplikasi e-commerce di Jawa Tengah dan memanfaatkan aplikasi – aplikasi e-commerce yang sudah tumbuh besar
· Dibangunnya ekosistem pembuatan usaha startup di Jawa Tengah
	· Dinas Koperasi UMKM
· Dinas Nakertransdukcapil
· Dinas Kominfo
· Dinas Perindag
	· Dinas Koperasi UMKM telah mengembangkan e-commerce sadewa market bersama dengan Tim Smart Friend tinggal dioptimalkan.


	Fokus pada Pengurangan Kemiskinan  dan Pengangguran
	· Pendataan penduduk miskin yang belum tersistem
· Tumpang tindih pemberian bantuan dari pusat, provinsi dan kab/kota
· Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih kurang memberikan dampak positif karena program tidak terintegrasi.

	· Penduduk miskin dapat terdata dengan real time.
· Pemberian bantuan dapat merata.
· Pengurangan rasio indeks kemiskinan.
· Pendataan Petani dan Nelayan secara realtime yang menjadi fokus pembangunan Jawa Tengah untuk peningkatan kesejahteraan.
· Penjualan produk – produk pertanian tanpa terpengaruh turunnya harga jual saat panen.
	· Mengembangkan aplikasi pendataan PMKS.
· Mengembangkan aplikasi pemberian bantuan RTLH.
· Mengintegrasikan antara data orang miskin dan pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pelatihan pelatihan kerja.
· Pengembangan aplikasi e-Petani, e-Nelayan dan e-Ternak untuk pendataan 
· Pemanfaatan Aplikasi Rego Pantes untuk mendukung penjualan Harga Produk Pertanian tanpa pengaruh turunnya harga pasar saat panen.
	· Dinas Sosial
· Dinas Perakim.
· Dinas Pertanian
· Dinas Peternakan
· Dinas Kelautan dan Perikanan
· Biro Infrasda
· Dinas Kominfo
· Dinas Ketahanan Pangan
	· Aplikasi pendataan PMKS masih dikembangkan oleh Dinsos.
· Aplikasi Bantuan RTLH telah dibuat oleh Disperakim
· Telah diaplikasikan Kartu Tani untuk Petani, namun belum untuk nelayanan, dan peternak.
· Aplikasi Rego Pantes sudah dikembangkan namun belum dimanfaatkan dengan maksimal
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	Smart Branding
	Meningkatkan daya tarik Provinsi Jawa Tengah untuk merangsang perekonomian dari sisi Pariwisata dan Investasi
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
	Indikator Tujuan : 

Pertumbuhan ekonomi (%)
Sasaran : 

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan pariwisata;
2. Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Indikator Sasaran : 

1. Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD (%)
2. Pertumbuhan investasi (%)
	GOALS 8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan

8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal
8.9.1 Kontribusi pariwisata terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan pariwisata
	N/A
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	Fokus pada peningkatan daya tarik pariwisata dan investasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan menambah jumlah investor
	· Objek – Objek wisata di Jawa Tengah masih kurang menjual di kalangan wisatawan.
· Kurangnya informasi investasi dan daya tarik terhadap investasi yang tersedia.
	· Wisatawan dapat melihat pariwisata di Jawa Tengah agar sebagai pengalaman personal
· Informasi Investasi dapat diperoleh dengan mudah termasuk proyeksi Return of Investment nya.
	· Dibangunnya aplikasi e-Tourism untuk memberikan pengalaman berwisata di Jawa Tengah serasa berada di lokasi tersebut.
· Dibangunnya Sistem Informasi Investasi yang lengkap.
	· Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
· Dinas Penanaman Modal dan PTSP
· Dinas Kominfo
	· Dinas DPMPTSP telah mengembangkan sistem informasi investasi namun belum lengkap hingga proyeksi RoI nya.
· Bank Indonesia telah membangun aplikasi central java corridor sebagai sistem informasi investasi di Jawa Tengah.
· Dinas Kominfo telah membuat prototype e-Tourism.


